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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 53 TAHUN 2010
PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

Yakub Tasin
yakub.anta7677@gemail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Untuk Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, dan bermoral,
Perlu adanya [mplementasi Kebijakan tentang disiplin Pegawai Negeri Siptl yang
dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Dengan adanya Peraturan
Pemerintah tentang disiplin Pegawal Negert Sipil ini memuat kewajiban,
tarangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin
dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan
pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyat sikap disiplin bukan hanya
waktu tetapi juga pekerjaan sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut berusaha tidak
menguiangi dan dapat memperbaiki diri atau sikap pada masa yang akan datang.
Dalam Peraturan Pemerintah, secara tegas disebutkan ada tiga jenis hukuman
yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin
berat dengan demikian ini menjadi batasan kewenangan bagi pejabat yang akan
memberikan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan dengan
mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan
dan ini juga menjadi kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Kita akan
terus mensosialisasikan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor
53 tahun 2010 kepada seluruh pegawai termasuk atasan pegawai yang harus terus
melakukan pembinaan kepada bawahan dengan melakukan pengawasan secara
langsung.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Disiplin Pegawai, Prestasi Kerja,
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE POLICY CIVIL SERVICE UNDER
BASED
ON GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 53 YEAR 2010
ON THE SECRETARIAT ORGANIZATION AREA
MALINAU DISTRICT

Yakub Tasin
vakub.anta767 7@gmail.com

Graduate program
open University

To Achieve Civil Servants who are professional, and moral, Need for
Implementation Policy about discipline Civil Servanis that can be used as
guidance in enforcing discipline. The Government Regulation on Civil Servant
Discipline contains the obligations, restrictions, and disciplinary punishment that
can be imposed on Civil Servants who have been proven to have committed
violations. The disciplinary punishment is intended to foster a Civil Servant who
has committed an offense, 5o that the person has a disciplined attitude not only of
time but also work so that the Civil Servant seeks not to repeat and can improve
himself or attitude in the future. In the Government Regulation. explicitly
mentioned there are three types of punishment namely the punishment of mild
discipline, disciplinary punishment and severe disciplinary punishment thereby
becoming a limitation of authority for officials who will provide punishment for
Civil Servants who violate the rules taking into account the background and
impact of violations which is done and this is alse a certainty in imposing
disciplinary punishment. We will continue to socialize and implement Government
Regulation No. 53 of 2010 to all employees including employee superiors who
must eontinue to coach to subordinates by conducting direct supervision.

Keywords: Implementation Policy, Employee Discipline, Job Performance.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A, Gambaran Umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Malinau

1. Tugas Bagian Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2016 yang
mengatur tentang tugas dari bagian Organisasi Sekretariat Daerah secara umum
mempunyai tugas sebagai berikut:

[. menyiapkan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis
formasi jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik
dan pembinaan aparatur daerah;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelembagaan dan
analisis formasi jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas kinerja, pelayanan
publik dan pembinaan aparatur daerah;

3. melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang kelembagaan dan analisa
formasi jabatan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja, pelayanan

publik dan pembinaan aparatur daerah;

2. Fungsi Bagian Organisasi
Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Malinau menyelenggarakan
fungs: :
a. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis formasi
jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan

pembinaan aparatur daerah;

40
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b. Penyusunan program dan kegiatan bidang kelembagaan dan analisis
formasi jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik
dan pembinaan aparatur daerah;

¢. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan
analisis formasi jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas Kkinerja,
pelayanan publik dan pembinaan aparatur daerah;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada bidang
kelembagaan dan analisis {ormasi jabatan, tatalaksana dan
akuntabilitas kineria. pelayanan publik dan pembinaan aparatur daerah;

¢. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang
kelembagaan dan analisis formasi jabatan, tatalaksana dan
akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan pembinaan aparatur daerah;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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3. Struktur Bagian Organisasi
Sekretaris
Daerah
[ ]
Asisten .
t
Pemerintahan Asis en_ Asisten
Perekonomian . )
dan dan Administrasi
Kesejahteraan Pembangunan Umum
Rakyat
Kepala Bagian
Crganisasi
| |
bba:
Kasubbag Kasubbag
Kelermb Kasubbag Tata Pelayanan
de e A:j,aa” Laksana dan Publik dan
an |§a Akuntabilitas Fermbinaan
Formasi e
Jabata Kinerja Aparatur
n Daerah

4, Iktisar Jabatan dan Uraian Tugas
I. Kepala Bagian Organisasi

a. [khtisar Jabatan

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah bidang
organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, penyusunan profil
kelembagaan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi,
koordinasi dan informasi penyelenggaraan sistem dan prosedur,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan analisis
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formasi jabatan, tatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja, pelayanan
publik dan pembinaan aparatur daerah.
b. Uraian Tugas
Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi terdiri dari beberapa
uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan program kegiatan pemerintah daerah dibidang
organisasi berdasarkan peraturan perundang-undanpan yang
berfaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan,

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

3. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas:

4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian dilingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

5. Merumuskan program kerja Bagian Organisasi sekretariat daerah
dibidang kelembagaan dan analisis formasi jabatan, tatalaksana dan
akuntabilitas kinerja serta pelayanan publik dan pembinaan
aparatur daerah berdasarkan rencana kerja bagian untuk digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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6. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau;

7. Mengkoordinirpelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) kabupaten;

8. Merumuskan bahan penyusunan fasilitasi dan koordinasi bidang
penataan kelembagaan dan analisis formasi jabatan, tatalaksana
dan akuntabilitas kinerja serta pelayanan publik dan pembinaan
aparatur daerah;

9. Melaksanakan pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis formasi
jabatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
pola karier Pegawai Negeri Sipil;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menitai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

11.Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

12.Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan
a, Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan

analisa formasi jabatan.
b. Uraian Tugas
Uraian tugas dari Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa

Formasi Jabatan yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan
Analisa Formasi Jabatan berdasarkan basil evaluasi kegiatan tahun
lalu sesuar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

2. Menjabarkan perintab atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang
kelembagaan dan analisa formasi jabatan;

5. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan perangkat daerah
dan analisa formasi jabatan;

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
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(SOTK) Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

7. Menyiapkan konsep Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tupas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada
Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

8. Melaksanakan monitoring, evaluast dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tupas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia sebapai cerminan penampilan kerja;

9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

11. Meiaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3. Kecpala Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja
a, lkhtisar Jabatan :
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang tatalaksana dan
akuntabilitas kinerja.
b. Uraian Tugas:
Uraian tugas dari Sub Tata laksana dan Akuntabilitas Kinerja

yaitu sebagai berikut:
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I. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Tatalaksana dan
Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil kegiatan tahun lalu sesuai
peraturan perundang-undangan yang berfaku serta sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan dengan bidang
tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

4, Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang
tatalaksana dan akuntabilitas Kinerja;

S. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas, pakaian dinas, jam
kerja, prosedur kerja dan budaya kerja;

6. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Sekretariat Daerah dan Kabupaten;

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, Standar Operasional
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Penetapan Kinerja;

8. Melaksanakan pengendalian dan monitoring penggunaan tata

naskah dinas;
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9. Melakanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; |

10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Pclayanan Publik dan Pembinaan Aparatur
Daerah
a. Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian di bidang pelayanan publik dan
pembinaan aparatur daerah.
b. Uraian Tugas
Uraian tugas dari Sub Tata laksana dan Akuntahilitas Kinerja
yaitu sebagai berikut;
1. Merencanakan kepiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
program Sub Bagian Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur

Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
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2.. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

3. Membagi tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelayanan
publik dan pembinaan aparatur daerah;

5. Melaksanakan kegiatan peiayanan publik dan pembinaan aparatur
daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

6. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja bidang pelayanan pubiik
dan pembinaan aparatur daerah;

7. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagtan
Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah berdasarkan tugas
agar kegiatan terlaksana sesuai program;

8. Memeriksa hasil pekerjaan dan memberikan pengarahan/pembinaan
sub bagian Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

9. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan
dan pengendalian Sub bagian Pelayanan Publik dan Pembinaan
Aparatur Daerah;

10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara
memberikan  pengarahan  dan  pembinaan  sesuai  dengan

peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawat;
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11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang
dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;

12. Menyiapkan bahan pentilaian kinerja pelayanan publik;

13. Melaksanakan penyusunan laporan Pengawasan Melekat (Waskat);

14. Melaksanakan pengumpulan/penyusunan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara(LHK ASN)} Kabupaten;

15. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan
tugas kedinasan lainnya kepada atasan sesuai dengan sumber data yang
ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan
sebagai bahan masukan atasan,

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuvai tugas dan fungsinya untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

5. Sumber Daya Aparatur Bagian Organisasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau berusaha dan terus meningkatkan SDM
yang profesional agar mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang
dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki etos kerja dan disiplin
yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan haik dan
bertanggung jawab, memiliki kreatifitas dan mampu berinovasi, preaktif dalam
melaksanakan pekerjaanagar mampu meningkatkan kapabilitas organisasi,

responsivitas yang tinggi sesuai dengan tuntutan jaman untuk mampu bekerja
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dengan baik sebagai tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan prima demi
terwujudnya kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan dari pemerintah.

a. Nama Pegawai dan Jabatan

Untuk lebih lebih jelasnya penulis akan memaparkan daftar nama pegawai

pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Tabel. 4.1

Nama Pegawai dan Jabatan

NO | NAMA JABATAN
| Fureng Elisa Mou, SE, M.Si Kabag Organisasi
2. Yakub Tasin, SH Kasubag Tata Laksana dan
Akuntabilitas Kinerja
3. Samuel Ibau, SH Kasubag Kelembagaan dan
Analisa Jabatan
4. Suhamingsih, SE Kasubag Pelayanan Publik dan
B Pembinaan Aparatur Daerah
F 5. David Indera, SE Staf (PNS)
6. Sarinah Juniarsih, SE Staf (PNS)
7. Farwan, SE Staf (PNS)
8. Mursadiqg, S.Sos Staf (PNS)
9. | Josdar, S.Sos Staf (PNS) N
10. Marjom1 Maninus, A.Md Staf (PNS}) ]
I1. Meidi Staf (PNS)
12. | Septi Juani Alung Staf (PNS)
13. Muhammad Fadlin Staf (PNS)
14 Siprianus Silli Ola Staf (Honorer)

Sumber Data: Bagian Organisasi (2018)
Dari tabel diatas, jumlah pegawai di Kantor Bagian Organisasi sebanyak
14 orang pegawai.
h. Golongan dan Tingkat Pendidikan
Golongan dan tingkat pendidikan pegawal pada bagtan Organisasi

bervariasi dari Golongan I hingga Golongan IV dari tingkat pendidikan SMA
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sampai pendidikan Pascasarjana (S2). Untuk febih jelasnya perhatikan tabel

berikut.
Tabel. 4,2
Golongan dan Tingkat Pendidikan
 GOLONGAN [ PASCA N ]

PNS SARJANA SARJANA DIPLOMA | SLTA
v 1 - - -

[F] 8 - -

II - - 1 3
Honorer 1

Jumlah 1 8 2 3

Sumber Data: Bagian Organisasi (2018)
Pada tahun 2018 pegawai pada Bagian organisasi berjumlah 14 orang
dengan dimulai dar golongan IV berjumlah 1 Orang, Golongan Il berjumiah 8
orang, golongan Il berjumlah 4 orang dan pegawai honorer 1 orang. Tingkat
pendidikan Pascasarjana berjumlah 1 orang, Sarjana berjumlah 8, pendidikan

diploma 2 orang dan pendidikan SLTA berjumlah 3 orang pegawai.

¢. Kualifikasi Pegawai berdasarkan Jurusan Pendidikan
Penulis akan memaparkan kualifikasi pegawai berdasarkan jurusan
pendikan pegawai. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.
Tabel.4.3

Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jurusan Pendidikan

No | Jurusan Pendidikan Jumlah
1. | Pasca Sarjana Administrasi Pemerintah Daerah 1 orang
2. | Sarjana Hukum 2 orang
3. Sarjana Sosial Politik (Ilmu Pemerintahan) 2 orang
4. | Sarjana Ekonomi 4orang

5. | D-3 Manajemen Informatika | orang
6. | D-3 Akuntansi I orang
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7. TSLTA Umum 2 orang
8. | SMK Kejuruan 1 orang
TOTAL 14 orang

Sumber Data: Bagian Organisasi (2018)

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Bagian
Organisasi sudah mencukupi dan secara kualitas sudah baik yang mana jumlah
pegawal vang ada kebanyakan merupakan tulusan Perguruan Tinggi, yang
diharapkan mampu berkontibusi meningkatkan kinerja Bagian Organisasi
Sekretariat Kabupaten Malinau kearah yang lebih baik dan profesional dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

6. Visi dan Misi Bagian Organisasi
Dalam sebuah organisasi harus memiliki vist dan misi sebagai sasaran
dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisast serta bagaimana strategi untuk
mewujudkan visi tersebut.
a. Visi Bagian Organisasi
Visi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada tahun 2017-2021
yaitu“Terwujudnya Peran Kelembagaan yang Efektif dan Efisien, Pelayanan
Admtinistrasi yang Tertib, Cepat dan Lancar serta terciptanya Disiplin dan Etos
Kerja PNS yang Baik menuju “Good Governance”.
Arti dan makna dari visi tersebut adalah;
¢ Terwujudnya peran Kelembagaan yang cfcktif dan efisien
dimaknai sebagai perwujudan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat
ukuran yang selalu didukung dengan adanya peningkatan kompetensi

Sumber Daya Aparatur.
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¢ Pelayanan Administrasi yang Tertib, Cepat dan Lancar adalah
mewujudkan  terttb  administrasi  dokumen  penyelenpgaraan
pemerintah, cepat dan persetase dokumen penyelengparaan
pemerintahan yang disusun tepat waktu.

= Disiplin dan Etos Kerja PNS yang baik merupakan suatu pola kerja
vang mengutamakan kedisiplinan tingkat tinggi baik dilingkungan
kerja maupun di luar lingkungan kerja dengan di dukung oleh
semangat Etos Kerja yang tinggi pula sehingga pada akhimya akan
mewujudkan suatu pelayanan prima bagi masyarakat “Good
Governance”.

b. Misi Bagian Organisasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang akan dilakukan

untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui Sistem Penilaian
Penerapan Kinerja, Analisis Jabatan, Syarat Jabatan dan peningkatan
kapasitas Sumber Daya Aparatur;

2. Meningkatkan kinerja administrasi dan penataan dan evaluast
lembaga perangkat daerah yang mampu menunjang peclaksanaan
tugas pokok Pemerintah Kabupaten Malinau;

3. Melaksanakan manajemen pemerintahan melalui pembenahan sistem
perencanaan dan pelaporan serta standarisasi pelayanan;

4. Meningkatkan kualitas ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
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3. Melakukan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka
meningkatkan kinerja demi mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas dan prima.

B. Hasil dan Pembahasan.
1. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,

Penyajian data ini merupakan persentasi deskripsi dari data yang
dikumpulkan setelah melalui suatu analisis seperti proses penyederhanaan agar
mudah dipahami dan sistematis. Dalam pengumpulan data, penulis secara
langsung melakukan penelitian kelapangan dengan menggunakan metode
Wawancara, Observasi dan Penelitian Dokumen.

Sesuai dengan fokus penelitian dalam penulisan tesis ini, yang digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan penelitian agar lebih terarah dan tidak bias
pada hal lain diluar konteks dari fokus penelitian,

a. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Untuk Masuk Kerja dan Menaati

Ketentuan Jam Kerja

Salah satu kewajiban dari PNS dalam meiaksanakan tugasnya seperti yang
diatur dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah
kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Peraturan ini
berlaku bagi seluruh PNS yang berada diwilayah NKRI untuk melaksanakan
peraturan tersebut, hal ini bertujuan untuk mengatur jam kerja PNS agar dalam
pelaksanaan tugasnya memiliki jam kerja yang jelas dalam melaksanakan

tugasnya sebagai aparatur negara dan pclayan bagi masyarakat.
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Penerapan disiplin di Kabupaten Malinau diatur dalam peraturan Bupati,
hal ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan kinerja pegawai, pegawai dalam melaksanakan tugasnya
diharapkan dapat melaksanakan ketentuan jam kerja yang sudah diatur agar
dihasilkan pegawai yang disiplin, berkinerja baik serta bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Disiptin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malinau. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur sebagai
berikut.

a. Jam kerja sebagai berikut:
1. Jam kerja hari Senin s/d Kamis mulai pukul 07.30 wite s/d pukul
16.00 wite.
2. Jam kerja hari Jumat mulai pukul 07.30 wite s/d pukul 11.30 wite.
b. Ketentuan Jam istirahat
1. Han Senin s/d Kamis mulai pukul 12.00 wite s/d 13.00 wite
2. Hari Jumat tidak ada jam istirahat dan langsung pulang pada pukul
11.30 wite.
¢. Pelaksanaan daftar hadir kerja pegawat diatur dengan melakukan sidik
jari (Finger Print} dan absen manual.
1. Ketentuan jam sidik jari diatur sebagai berikut:
a) Hari Senin s/d Kamis
1) jam 06.45 s/d 07.30 wite (jam masuk ketja)

2) jam 16.00 s/d 17.00 wite (jam pulang kerja)
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b) Hari Jumat
1) jam 06.45 s/d 07.30 wite (jam masuk kerja)
2) jam }1.30 s/d 12.30 wite (jam pulang kerja)

Sebelum diterbitkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017
tentang Disiplin Kerja dan Sankst Bagi Aparatur Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau, menggunakan Peraturan Bupati Malinau Nomor
38 ‘lahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penegakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Malinau.

Sejak tahun 2015 peralihan penggunaan sidik jari dari sistem sidik jari
{Finger Prin)t secara terpusat yang dahulu di kelola oleh Bagian Organisasi yang
mengurus urusan Absensi pegawai pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malinau beralih ke penggunaan Finger print yang di kelola oleh
masing-masing oleh SKPD. Dimana SKPD diberikan hak untuk mengelolah
presensi dengan menunjuk pegawai sebagai admin yang menangani sidik jari
SKPD.

Penerapan Sidik Jari pegawai pada Bagian Organisasi dengan admin
dikelola oleh masing-masing SKPD dilakukan sejak tahun 2015 sesuai dengan
surat edaran Sekretaris Daerah vyaitu sebagai berikut:

1. Surat Edaran Plh Sekretaris Daerah tanggal 24 Juni 2015, Nomor
060/90/0Org  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  presens:
menggunakan mesin sidik jari (Finger Pring) dilingkungan Pemernintah

Kabupaten Malinau,
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2. Surat Edaran Plh Sekretaris Daerah tanggal 10 Agustus 2015, Nomor
060/191/Org tentang ketentuan presensi masuk kerja dan pulang kerja
dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan presensi,

Tujuan dilakukan penerapan sidik jari bertujuan untuk penegakan disiplin
pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan tujuan
diantaranya:

a. membina para ASN untuk selalu mentaati ketentuan jam kerja;

b. meningkatkan kinerja, kualitas produktifitas kerja dan disiplin batk
dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi,
berbangsa dan bernegara;

c. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesionalisme
dan bertangung jawab;

d. meningkatkan citra dan Kinerja ASN/ Menjaga martabat dan

kewibawaan sebagai Pegawai ASN; dan

@

memenuhi pencapaian kewajiban sesuai aturan bagi ASN,

Sasaran Penepakan Disiplin bapi Aparatur Sipil Negara untuk menaati

ketentuan jam kerja yang telah diatur, memiliki sasaran sebagai berikut :

a. terwjudnjfa peningkatan disiplin bagi ASN di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau baik pegawai Struktural
maupun Fungsional;

b. terselengparanya tambahan tugas pokok dan fungsi secara maksimal;

¢. terlaksananya pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan

Pemotongan tambahan penghasilan;
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d. meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja sesuai dengan tupoksi
masing-masing.

Penelittan yang dilakukan oleh penutis dengan judul Implementasi

kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomeor 53 Tahun 2010 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Malinau.

Penulis merupakan pegawai pada Bagian Organisasi Sekretariat [Daerah
Kabupaten Malinau, sehingga sangat membantu penulis dalam melakukan
pengumpulan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan analisa yang
berkaitan dengan judul dari tesis yang diangkat, penulis secara langsung terjun
kelapangan dalam melakukan penelitian dengan melakukan wawancara,
observasi, pengumpulan data dokumen agar data vang diperoleh valid dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisa data
menggunakan data dari bulan September 2017 hingga saat ini scbagai dasar data
vang dituangkan dalam penulisan tesis ini. Salah satu tugas Bagian Organisasi
yang melekat pada jabatan Kasubag Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur
Daerah melakukan penegakan, pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Untuk mengetahui bagaimana kehadiran pegawai pada Bagian Organisasi
dalam melaksanakan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam

kerja, Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Suhamingsih,SE selaku
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Salah satu tugas dan fungsi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
yaitu melakukan peningkatan, pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau hal ini dilakukan dengan
memberikan sosialisasi dan membuat peraturan disiplin pegawai serta terlibat
dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan

disiplin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping menggunakan presensi Sidik Jari (Finger Print), guna
penegakan disiplin pegawai di Kabupaten Malinau juga dilakukan presensi
manual dalam melaksanakan tugas agar menaati ketentuan jam kerja sesuai
dengan edaran Sekretaris Daerah tanggal 1 April 2015 Nomor 060/45/0Org tentang

Tertib Absen Kerja sebagai berikut:

1. daftar badir masuk kerja jam 07.30 wite dilakukan ketika pegawai
masuk kerja pada pagi hari, dilakukan dengan memaraf sesuai dengan
nama pegawai yang bersangkutan.

2. memaraf absen kerja jam sebelum istirahat pada jam 12.00 wite.

3. memaraf daftar hadir absen kerja kembali masuk kerja pada jam 12.00
wite.

4. memaraf daftar hadir absen kerja saat jam pulang kerja yang dilakukan
pada jam 16.00 wite.

Tujuan dilakukan presensi manual bertujuan untuk mengawasi keberadaan

pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah tanpa terkecuali pada Bagian
Organisasi, pimpinan secara berjenjang melakukan pengawasan dan pembinaan

kepada stafnya untuk senantiasa memperhatikan kehadiran pada jam kerja dan
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memaraf presensi pada jam kerja yang telah diatur dalam absen kerja Bagian

Organisasi.

Jumlah pegawai pada bagian Organisasi berjumlah 14 orang, dengan
tingkat disiplin yang cukup baik, namun ada 1 (satu) pegawai yang beberapa kali
tidak menaati ketentuan jam kerja dimana pegawai terscbut sebagai staf dari
penulis sendiri, pelanggaran yang dilakukan diantaranya datang terlambat, pulang

istirahat sebelum waktunya dan terlambat masuk kerja setelah jam istirahat.

Penulis telah melakukan pemanggilan kepada pegawai tersebut dalam
rangka melakukan teguran dan pembinaan secbagai atasan langsung kepada
pegawai yang bersangkutan, pembinaan yang dilakukan dengan melakukan
pemanggilan secara lisan untuk mengetahui permasalahan dan memberikan
nasihat untuk memprioritaskan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai neperi
sipil. Dar1 hasil pemanggilan kepada pegawai tersebut penyebab utama dari
pegawai tersebut sering kali melanggar ketentuan jam kerja dis.ebabkan karena
masalah mengurus anak karena harus berbagi waktu dengan istri untuk menjaga
dan merawat anak, karena istri yang bersangkutan jupa bekerja sebagai PNS.
Teguran atau pun pembinaan yang dilakukan kepada pegawai tersebut disertai

dengan bukti berita acara pemanggilan kepada pegawai yang bersangkutan,

Secara teori dimanapun Kkita berada ketika kita hidup berkelompok,
bermasyarakat, atau bekerja dimana pun baik sektor swasta maupun bekerja
disektor birokrasi atau dimanapun kita bekerja tentunya memiliki aturan yang

harus dipatuhi termasuk tentang ketentuan yang mengatur jam masuk kerja dan
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menaati ketentuan kerja hal tersebut dilakukan agar terjadi keteraturan dan tujuan

dapat terwujud.

Jika kita melakukan perbandingan disiplin pada perusahaan swasta dengan
bekerja dilingkungan pemerintahan, maka kita akan menemukan perbedaan yang
cukup signifikan, kita melihat pegawai swasta lebih disiplin dan menghargai
waktu untuk bekerja dengan profesional berlanggung jawab demi mencapai target
dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya atau etos kerja
pegawai swasta lebih baik hal tersebut juga karena didukung dengan sanksi yang
jelas dan tegas contohnya ketika pegawai terlambat masuk kerja/ datang terlambat
maké akan diberikan sanksi pemotongan gaji, atau mendapat teguran langsung
dari atasannya, jika tidak masuk kerja dalam beberapa hari tanpa alasan yang jelas

dapat dikenakan sanksi pemecatan scbagai karyawan.

Namun hal berbeda jika kita melihat gambaran dari kinerja PNS di
Indonesia yang memiliki imej atau penilaian negatif dari masyarakat sepert,
pegawai vang tidak disiplin, pegawai yang sering melanggar aturan, pegawai yang
bermalas-.malasan, tidak produktif, SDM yang rendah, pelayanan yang tambat dan

bertele-tele dengan hasil pelayanan yang tidak memuaskan,

Untuk itu kita selaku PNS dituntut untuk dapat merubah stigma dan
pandangan negatif tersebut dimulai dengan diri sendiri untuk merubah kebiasaan
atau karakter dari pegawai yang kurang baik salah satunya dengan cara
meningkatkan disiplin pegawal, hal ini berpengaruh pada kinerja pegawai dalam

melaksanakan tugasnya jika PNS disiplin maka akan berpengaruh pada
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produktifitas dan semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan

bagi masyarakat.

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan
hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi
membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam
menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau

keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari harus mampu mengendalikan diri
sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, Bagi aparatur pemerintah,
disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam
menjalankan tupas dan kesanpgupan berkorban. Hal ini berarti kita harus
mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan
masyarakat. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang
mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak
ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Disiplin yang datang
dari diri sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendin
dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh
suatu organisasi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran

langsung.

Disiplin berdasarkan perintab yakni dijalankan karena adanya sanksi atau
ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini
karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai alat

untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab. Pembentukan disiplin pegawai
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dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui pengembangan disiplin pribadi
atau pengembangan disiplin yang datang dari individu serta melalui penerapan
tindakan disiplin yang ketat, artinya bagi seorang pegawai yang indisipliner akan

dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan.

Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan
menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menjauhi larangan —
larangan yang akan menurunkan kredibilitasnya. Sebagai seorang PNS tentu harus

mampu menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

b. Sanksi Pelanggaran terhadap Pegawai Negeri Sipil jika tidak
Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja
Hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan
pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan hukuman
disiplin.Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap
pejabal yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin
harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin,
Terhadap PNS vang disangka melakukan pelanggaran disiplin  diadakan
pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang
bersangkutan benar telah metakukan petanggaran disiplin. Pemertksaan juga
bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong

pelanggaran disiplin tersebut.
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Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS, baik di dalam
maupun di juar jam kerja. PNS dinyatakan melanggar peraluran. disiplin apabila
dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti
melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan atau farangan bagi PNS.

Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat
didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon,
radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.Sedangkan tulisan
merupakan pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk
tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa
dengan itu. Menurut Edward III dalam teorinya tenlang implementasi ada 4 hal
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yang dikaitkan
dengan judul tesis dari peneliti tentang Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan PP 33 Tahun 2010 pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Malinau diantaranya:

1. Communication (Komunikasi) akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran
dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleb individu-individu yang
bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan
tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat.
Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks
dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau
menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga
akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan

efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus
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mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi
kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas
dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Dari penjelasan diatas
peneliti berpendapat bahwa dalam scbuah organisasi diperlukan sebuah
hubungan komunikasi yang baik antara individu dan perorangan yang berada
dalam suafu unit kerja, dari pimpinan kepada bawahannya dan sebaliknya.
Kaitannya dengan implementasi dari Implementasi Kebijakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP 53 Tahun 2010 pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yaitu perfu dilakukan sostalisasi dan
komunikasi kepada pegawal terhadap ketentuan peraturan tersebut agar
diketahui oleh pegawai serta dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya,
hal ini guna meningkatkan kinerja pegawai dan menghindarkan pegawai dari
sanksi yang telah diatur sesuai ketentuan vang berlaku. Komunikasi dalam
sebuah organisasi haruslah menjadi budaya yang dilakukan secara kontiniu
dan berkelanjutan agar tujuan dalam organisasi apat terwujud sesuai dengan
visi sebuah organisasi.

2. Resources {Sumber daya) sumber daya dalam implementasi kebijakan
memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif
bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia diantaranya:

c. staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan
keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.

d. informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi

e. dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

f.  wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
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Dart penjelasan diatas, peneliti memiliki pendapat bahwa dalam sebuah
organisasi agar dapat berjalan dengan baik harus didukung dengan sumber daya
yang baik dan memadai agar tujuan dapat tercapai diantaranya dukungan dari staf
atau bawahan skill dan kemampuan SDM pegawai senantiasa dilakukan
peningkatan dengan berbagai cara guna menghasilkan sumberda daya yang
memadai, disamping itu juga diberikan sanksi yang tegas jika melanggar
ketentuan kerja hal ini dilakukan guna memberikan pembinaan kepada pegawai
agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Dengan harapan
dihasilkan pegawal pada bagian organisasi yang memiliki sumber daya yang
tinggl dan memadai dengan tingkat disiplin serta etos kerja yang tinggi, disiplin,
bertanggung jawab serta dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Dispotition or Artitude (Sikap) sebuan kebijakan yang diterapkan akan
mempengaruhi sikap dan prilaku pegawai dalam organisast hal ini memiliki
pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan sebuah organisasi. Dengan
diterapkan PP 53 Tahun 2010 maka jelas mempengaruhi sikap dan prilaku
pegawai dari tidak disiplin menjadi disiplin hal ini dimaknai bahwa akan ada
perubahan sikap dan prilaku pegawai dengan ada peraturan tersebut. jika ada
pegawal yang melanggar disiplin pegawai maka akan diberikan sanksi kepada
yang bersangkutan. Dan pengamatan peneliti secara langsung dilapangan
dengan terus dilakukan sosialisasi dan disampaikan dalam setiap pertemuan
kepada pegawai tentang pelaksanaan disiplin pegawai dalam peiaksanaan
tugas dan fungsinya, muncul kesadaran dari pegawai untuk mentaati ketentuan

jam kerja dan melaksanakan ketantuan jam kerja, dari pegawai yang malas
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menjadi rajin, pegawai yang tidak produktif menjadi produktif hal ini dampak
dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau
dalam rangka meningkat pembinaan dan pengawasan kepada pegawai.

Bureaucratic structure (struktur birokrasi) hal ini menggambarkan pola
hubungan dan mekanisme dalam sebuah organisasi hubungan antar organisasi
lainnya. Bagian Organisasi Sekretariat Pemerintah Daerah sebagai penggerak apar
pegawai pada Pemerintahan Daerah dapat menerapkan disiplin pegawai dalam
pelaksanaan tugasnya bekerja sama dengan OPD lain untuk bersama- sama
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai pada OPD masing-
masing hal tergambar dart kerja sama pembentukan Tim Pembinaan dan
penegakan disiplin Pegawai, serta proses dan mekanisme lainnya yang dilakukan
dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam PP 53 Tahun 2010 telah diatur dengan jelas tentang tingkat dan
jenis hukuman disiplin pegawai jika tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam
kerja yang terdiri dari:

Tingkat hukuman dan jenis disiplin yang diberikan kepada pegawai negeri
sipil terdiri dari:

t. Hukuman Disiplin Ringan
jenis hukuman untuk pegawai yang melanggar disiplin ringan yaitu:
a. TeguranLisan

teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 5 (lima) hari kerja.

b. Teguran Tertulis
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teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluir) hari kerja.

¢. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas)
hari kerja.

2. Hukuman Disiplin Sedang

Jenis hukuman untuk pegawal yang melanggar disiplin sedang yaitu:

a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama | (satu) Tahun
penundaan kenaikan gaji berkala selama | (satu) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai
dengan 20 (dua puluh) har kerja.

b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 {dua puluh satu) sampai
dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam)
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

3. Hukuman Disiplin Berat
Jenis hukuman untuk pegawai yang melanggar disiplin berat yaitu:

a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
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penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu)
sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi
PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam)
sampal dengan 40 (empat puluh) hari kerja.

c. Pembebasan Dari Jabatan
pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural
ataufungsional tertentu vang tidak masuk Kerja tanpa alas an vang sah
selama 41(empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima} hari
kerja.

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan Sendiri sebagai PNS

€. Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai PNS.
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS vang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari
kerja atau lebih.

Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan kepada pegawai jika
melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau secara khusus pada Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah. untuk itu, penulis melakukan wawancara kepada Ibu Suharningsih,SE
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Perangkat Daerah (OPD), disampaikan dalam setiap pertemuan atau pada apel
pagi untuk senantiasa meningkatkan kehadiran kerja pepawai sesuai dengan
ketentuan jam kerja, dan disamping itu juga disampaikan kepada pimpinan secara
berjenjang untuk melakukan pembinaan dan memberikan sanksi kepada pegawai

yang melanggar disiplin pegawai.

Turunan dari Peraturan Bupati Malinau Malinau No 61 Tahun 2017
tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau diatur lebih rinci dalam Keputusan Bupati
Malinau Nomer : 061.2/ K.100/ 2018 Tentang Pemotongan Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Presensi Jam Kerja dan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Orpanisasi Perangkat Daerah melakukan pemotongan dengan berpedoman pada

SK Bupati tersebut.

Dengan regulasi yang jelas dan keseriusan dari pemerintah Kabupaten
Malinau, terjadi perubahan yang cukup signifikan dan tingkat kehadiran pegawai
dalam masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi pegawai yang bekerja di

Lingkungan kantor Bupati Malinau.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sebagai objek
dari penelitian dari penulis, hasil data pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) orang
pegawai yang mendapatkar; sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan
kepada Staf yang terdiri dari Staf Kelembagaan dan Anforjab sebanyak 2 (dua)
orang, Staf Kasubag Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja 1 (satu) orang, Staf

Kasubag Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah 2 (dua) orang. Sanksi
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teguran secara lisan tersebut disertai dengan berita acara pemanggilan. S (lima)
orang pegawai tersebut diberikan sanksi karena melanggar ketentuan jam kerja
diantaranya; tidak masuk kerja tanpa keterangan, datang terlambat, keluar pada

saat jam kerja dan pulang kerja cepat/ pulang sebelum waktunya.

Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan suatu
kewajiban mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dimana pun bekerja,
karena tanpa adanya nilai disiplin maka pekerjaan dan organisasi tidak akan
berjalan dengan baik. Nilai kedisiplinan dimulai dari diri sendiri yang ingin atau
mau merubah diri untuk disiplin dalam hal apapun karena tanpa adanya kemauan
dari diri sendiri maka mustahil seseorang akan menjadi disiplin dalam hidupnya.
Aturan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi yang mengatur tentang disiplin
pegawai sebagai regulasi merupakan sebuah aturan yang harus ditepakan dalam
organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, pasti akan menerapkan
disiplin, hal tersebut dilakukan agar terjadi keteraturan dan tujuan organisasi dapat

tercapai.

Pada scktor pemerintahan, jelas peraturan yang mengatur tentang disiplin
di Indonesia berlaku bagi seluruh ASN yang ada diwilayah NKRI yang diatur
dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintahan agar ASN senantiasa menaati ketentuan
vang diatur. PP 33 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai
payung hukum secara universal berlaku diseluruh wilayah di indonesia, dan di

daerah dapat di jabarkan lebih rinci sesuai dengan kondi.si daerah masing-masing.
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Kabupaten Malinau sebagai salah satu Kabupaten yang berada di
Kalimantan Utara memiliki keseriusan dan komitmen untuk menerapkan disiplin
pegawail dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN hal ini dilihat dari ditetapkannya
Peraturan Bupati Malinau No 6! Tahun 2017 sebagai pengganti dari Peraturan
Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin bagi Pegawai
Negen Sipil dan Penegakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau, surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris
Daerah agar pegawai senantiasa meningkatkan disiplin pegawai, dalam setiap
arahan pimpinan daerah senantiasa disampaikan kepada pegawai untuk menaanti

ketentuan jam kerja dan berpedoman pada peraturan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam Peraturan Bupati Malinau No 61 Tahun 2017 Tentang Disiplin
Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemeriatah
Kabupaten Malinau. Peraturan Bupali tersebut merupakan turunan dari PP 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur lebih rinci
tentang Disiplin Kerja dan Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malinau.

Untuk lebih jelas penulis akan memaparkan secara singkat isi dari
Peraturan Bupati tersebut yang digunakan sebagai salah satu bahan analisa yang
dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan tersebut

kepada pegawai di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tempat penulis bekerja.
1. Disiplin Kerja dan Ketentuan Jam Kerja

Disiplin kerja Aparatur Sipil Negara meliputi disiplin dalam pelaksanaan

tugas dengan ketentuan:
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1. mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat
waktu;

2. melaksanakan apel pagi dan/atau upacara peringatan hari-hari besar
nasional dan/atau peringatan hari-hari penting sesuai ketentuan yang
berlaku;

3. melakukan presensi sidik jari dan pengisian presensi manual secara
tertib dan teratur;

4. melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan tugas yang diberikan
atasan;

5. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan;

6. menolak tugas yang diberikan pimpinan apabila bertentangan dengan
peraturan perundangan;

7. berkoordinasi dengan satuan kerja dan instansi vertikal dengan baik.

2. Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran disiplin jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu :

1. Berdasarkan Komponen Beban Kerja;

a. Tidak masuk kerja atau tidak berada ditempat tugas

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak masuk kerja atau tidak berada
ditempat tugas adalah ASN yang tidak masuk kerja atau tidak berada
ditempat tugas tidak ada keterangan secara tertulis dari pimpinan unit

kerja masing-masing.

b. Terlambat masuk kerja
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Jenis pelanggaran disiplin jam kerja terlambat masuk kerja adalah ASN

melakukan presensi sidik jari dan atau presensi manual melebihi pukul

07.30 wite.
¢. Pulang sebelum waktunya

Jenis pelanggaran disiplin jam pulang sebelum waktunya adalah ASN
melakukan presensi sidik jari dan atau presensi manual sebelum pukul

16.00 wite.
d. Tidak mengisi daftar hadir

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak mengisi daftar hadir adalah
ASN masuk kerja tetapi tidak melakukan presensi sidik jari dan tidak

mengisi presensi manual.

e. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa pemberitahuan tertulis dan atau

surat keterangan Dokter, puskesmas atau RSUD

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak masuk kerja karena sakit tanpa
pemberitahuan tertulis dan atau surat keterangan Dokter, puskesmas atau
RSUD adalah ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja
karena sakit tanpa surat pemberitahuan kepada pimpinan dan atau surat

keterangan Dokter, Puskesmas atau RSUD.
f.  Tidak mengikuti apel pagi

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak mengikuti apel pagi adalah

ASN yang tidak mengikuti apel pagi.
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g. Tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan/atau apel peringatan

hari tertentu;

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak mengikuti upacara hari besar
nasional dan/atau apel peringatan hari tertentu adalah ASN yang tidak
taat untuk mengikuti upacara hari-hari besar nasional dan/atau apel

peringatan hari tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

h. Tidak Masuk kerja sebelum dan atau setelah Hari libur/cuti bersama yang

ditentukan

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak Masuk kerja sebelum dan atau
setelah Hari libur/cuti bersama yang ditentukan adalah ASN yang dengan
sengaja tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang jelas dan sah

sebelum dan atau sesudah hari libur/cuti bersama.
2. Berdasarkan Komponen Prestasi Kerja;

a. Tidak lengkap mengisi buku catatan kerja (Log Beook) selama | (satu)

bulan

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak lengkap mengisi buku catatan
kerja (Log Bookj selama 1 (satu) bulan adalah ASN masuk kerja dan
melakukan aktivitas kerja tetapi tidak mengisi catatan harian kerja (Log

Book) secara lengkap dalam satu bulan.

b. Tidak mengisi sama sekali buku catatan kerja (Log Book} selama 1 (satu}

bulan
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Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak mengisi sama sekali buku
catatan kerja (Log Bookj selama 1 (satu) bulan adalah ASN masuk kerja
dan melakukan aktivitas kerja tetapi tidak mengisi sama sekali catatan

harian kerja (Log Book) dalam satu bulan.
3. Sanksi Pelanggaran Disiplin Jam Kerja

1) Sanksi terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Berdasarkan Komponen

Beban Kerja adalah :

a. ASN yang tidak masuk kerja atau tidak berada ditempat tugas tanpa
keterangan yang sah, maka dikenakan pengurangan tambahan
penghasilan dart Komponen Beban Kerja sebesar 5% untuk tiap

1(satu) hari.

b. ASN yang terlambat masuk kerja, maka akan dikenakan pengurangan
tambahan penghasilan dari Komponen Beban Kerja sebesar 2% untuk

setiap keterlambatannya.

¢. ASN yang pulang sebelum waktunya maka akan dikenakan
pengurangan tambahan penghasilan dari Komponen Beban Kerja

sebesar 2%.

d. ASN vyang tidak mengisi daftar hadir maka akan dikenakan
pengurangan tambahan penghasilan dari Komponen Beban Kera

sebesar 2%.

e. ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja karena sakit

tanpa surat pemberitahuan kepada pimpinan dan atau surat keterangan
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menjalani rawat inap dari dokter, dikenakan pengurangan tambahan

penghasilan dari Komponen Beban Kerja sebesar 2% setiap harinya.

f. Tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan/atau apel peringatan
hari tertentu, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan dari
Komponen Beban Kerja sebesar 5% dan juga dikenakan hukuman

disiplin berupa Teguran Tertulis oleh atasannya langsung.

g. Tidak Masuk kerja sebelum dan atau setelah Hari libur/cuti bersama
yang ditentukan, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan dari
Komponen Beban Kerja sebesar 5% setiap harinya dan juga
dikenakan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis oleh atasannya

langsung.

2} Sanksi pelanggaran disiplin jam Berdasarkan Komponen Prestasi Kerja

adalah:

a. ASN vyang tidak lengkap mengisi catatan harian kerja (Log
Book)dalam satu bulan dikenakan pemotongan dari Komponen

Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 100%.

b. ASN yang mengisi sama sekali buku catatan kerja (Log Book) tidak
lengkap dalam satu bulan dikenakan pemotongan dari Komponen

Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 60%.

c. ASN yang mengisi (Log Book) cukup lengkap dalam satu bulan
dikenakan pemotongan dari Kompoanen Tunjangan Prestast Kerja

sebesar 30%.
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d. ASN yang mengisi (Log Book} lengkap dalam satu bulan tidak

dikenakan pemotongan dari komponen Tunjangan Prestasi Kerja.

Mekanisme pemotongan tunjangan Tambahan Penghasilan (TP) akibat
pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dibuktikan
dengan dokumen pelanggaran pegawai yang bersangkutan, pemotongan dilakukan
oleh Bendahara OPD yang dilakukan pada setiap tanggal 25 bulan berjalan yang

disetor ke Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari pemamparan data diatas, jelas bahwa Pemerintah Daerah serius dalam
melakukan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai hal ini hertujuan untuk
meningkatkan kinerja pcgawai ASN yang profesional berintegritas, berkinerja
baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Karena
tanpa adanya disiplin dari pegawai maka fungsi pelayanan tidak akan berjalan
dengan baik hal tersebut disadari oleh pemerintab daerah sehingga pimpinan
daerah mengarahkan kepada pimpinan dibawahnya untuk senantiasa memberikan
motivasi, pembinaan dan penegakan kepada pegawai demi terwujudnya pegawai
yang berintegritas dan profesional demi terwujudnya pemerintahan yang good

governacedan birokrasi yang melayani demi terwujudkan kepuasan masyarakat.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Pada

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri
yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang—Undang Dasar

1945, pegara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya
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guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan
tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.
Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut
adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang
tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar Pegawai Negeri Sipil

yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi Negara dan abdi
masyrakat, mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara,
PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan
dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar
1945, negara dan pemerintah. Untuk itu, PNS sebagai pelaksana perundang-
undangan wajib berusaha untuk taat pada sctiap peraturan perundang-undangan di

dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Disiplin sesungguhnya mempunyai kekuatan luar biasa yang dapat
mengantar individu, kelompok, dan bahkan bangsa untuk meraih berbagai hal
yang mereka inginkan. Disiplin menjadi langkah teknis dan praktis untuk meraih
apapun harapan dan cita-cita. Rendahnya budaya disiplin sesungguhnya sudah
menjadi pengetahuan umum seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tetapi
pengetahuan ini belum menurun menjadi kesadaran dan kemauan dalam perilaku
yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai
unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyal peranan yang

menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
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Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang
mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja
yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan
kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung
Jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan
kesatuan bangsa. Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus
dimiliki oleh aparatur negara (PNS) sebab menyangkut pemberian pelayanan
kepada publik. Namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparat/ PNS
secara umum masih tergolong rendah. Perwujudan pemerintah yang bersih dan
berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur
negara khususnya pegawai negeri sipil. Pegawai negeri Indonesia pada umumnya
masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pepawai sehinpga dapat
menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Pegawai
negeri sipil seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar

masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS.

Faktor pendukung implementasi disiplin PNS di Kabupaten Malinau
merupakan faktor yang penting untuk mengetahui sejauhmana dukungan dan
komitmen dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Disiplin Pegawai di
daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi penulis fakukan
menemukan 2 (dua) faktor pendukung disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah

dacrahkhususnya pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yaitu:

1. Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan

Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
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2. Komitmen dan Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan dan Penegakan

Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dari faktor pendukung diatas, penulis akan mendeskripsikan [faktor

pendukung tersebut, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan dibawah ini.

a. Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang
Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malinau.

Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dibentuk oleh Bupati untuk
mengatur ruang lingkup organisasi pada pemerintahan daerah yang cakupannya
hanya sebatas untuk internal dalam organisasi daerah, tidak mengatur kepentingan

masyarakat luas.

Berbicara disiplin pegawai maka batasan yang akan dibahas vyaitu
Peraturan Pemerintah Bupat Malinau yang diterbitkan sebagai pedoman dan

acuan dalam pelaksanaan disiplin kerja bagi pegawai.

Peraturan Bupati Malinau yang mengatur tentang disiplin pegawai dimulai
sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang
Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan Pegawai Tidak
Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Pelaksanaan dari
Peraturan Bupati tersebut diaplikasikan dengan penggunaan presensi sidik jari
menggunakan pasword dan meletakkan lima jari pada mesin sidik jari, mesin
tersebut tempatkan di beberapa titik di Kantor Bupati Malinau dengan sistem
terintegrasi pada server yang di ketola oleh Bagian Organisasi menangani masalah

presensi sidik jari semua pegawai OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
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Dalam perjalanannya, penggunaan mesin sidik jari hanya berlangsung 5
(lima) tahun dimulai tahun 2009-2013 dimana terdapat masalah sering terjadi
kerusakan pada mesin fingger print tersebut dan perawatannya dan perbatkan
harus memanggil pihak ketiga yang melakukan perbaikan, hal tersebut
menyebabkan dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan pegawai tidak
melakukan sidik jari karena alat tersecbut mengalami kerusakan. Hal tersebut
menjadi hambatan dalam penegakan disiplin pegawai di Lingkungan Kantor

Bupati Malinau.

Sanksi yang dibertkan kepada pegawai berupa pemotongan tunjangan
sesuai dengan lampiran Perbub Nomor 38 Tahun 2008. Kurang lebih 1 (satu)
setengah tahun dimulai tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 pegawai hanya
menggunakan presensi Manual saja, hal ini disebabkan kerusakan alat fingger
print, akibat hal tersebut pengawasan dan penegakan disiplin pegawai tidak
berjalan dengan baik dan maksimal. Penggunaan presensi manual memiliki
kelemahan dimana pegawai dapat saja memaraf absen tersebut meskipun tidak
sesuai dengan kondisi riil dilapangan dan cenderung banyak terjadi kecurangan,
hal tersebut berdampak pada kecemburuan sosial bagi pegawai yang rajin dan
melaksanakan tugas secara nyata. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dari
Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan
Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau,
Peneliti melakukan wawancara kepadalbu Suharningsih,SE selaku Kasubbag

Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah, dimana beliau mengatakan:

“pelaksanaan dari Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017
tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau sudah berjalan satu tahun, saya melihat
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ada perubahan yang cukup signifikan dari perubahan sikap dan prilaku
pegawai, hal ini terlihat dari pegawai yang taat mengikuti apel pagi, turun
kerja dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja di ikuti sanksi yang tegas
yaitu pemotongan Tunjangan disamping sanksi yang telah diatur dalam
PP 53 Tahun 2010 hal ini dampak positif dan aturan yang dibuat oleh
pemerintah daerah dalam rangka komitmen Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan kinerja dan disiplin Aparatur Daerah dalam melaksanakan
tugas. {(Wawancara, 12 Maret 2018).

Dari hasil interview diatas, dan hasil pengamatan langsung penulis
dilapangan bahwa terjadi perubahan prilaku dan etos kerja pegawai dalam
pelaksanan tugas dan tanggung jawabnya hal ini terlihat pegawai lebih disiplin
dalam mengikuti ketentuaan dan mentaati jam kerja, hal ini dampak dari
penerapan Mesin Sidik Jari yang harus dilakukan oleh pegawai pada saat masuk
Jam kerja dan sidik jari pada saat jam pulang kerja. Disamping itu pada saat apel
pagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Sekda serta Pimpinan Daerah
lainnya senantiasa mengingatkan pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai

serta melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Peneliti mengaitkan keberhasilan pelaksanaan dari Peraturan Bupati
Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinaudengan implemementasi
kebijakan menurut teori Edward Il yang mempengaruhi keberhasilan sebuah
kebijakan diantaranya:

1. Communication {Kumunikasi) hal ini terlihat dari komunikasi yang
disampaikan oleh Pimpinan Daerah secara berjenjang kepada
pegawainya untuk mentaati ketentuan jam kerja yang diteruskan
hingga ke dalam rapat staf pada OPD di ingatkan senantiasa untuk
meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai, disamping itu Peraturan

Bupati tersebut telah dibagikan kepada setiap OPD untuk dilaksanakan
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sebagai pedoman atau panduan agar diketahui oleh seluruh pegawai di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

2. Resourcess (Sumber Daya) dalam hal sumber daya peneliti mengambil
contoh pada Bagian Organisai tempat penulis bekerja, dimana terlihat
dampak positif dari Peraturan Bupati tersebut mengubah prilaku
pegawal yang malas menjadi rajin, dengan mentaati ketentuan jam
kerja pegawai senantiasa berada dikantor untuk melaksanakan
tugasnya. Sumber daya Manusia yang ada termotivasi untuk
meningkatkan produktifitas kerja dalam pelaksaanaan tugasnya.

3. Dispotition or attitude (sikap) Peraturan Bupati Malinau Nomor 61
Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau secara nyata mengubah
prilaku dan kebiasaan pegawai karena memihki dasar hukum dan
sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai tidak mengikuti aturan yang
telah dibuat. Sikap dan prilaku pegawai menjadi lebih disiplin,
menghargai waktu kerja, ramah dalam memberikan pelayanan.

Bureaucratic  structure  {(struktur  birokrasi)dukungan dart  Steak

Holderdalam menegakkan disiplin pegawai terlihat dari komitmen dalam
mengeluarkan Peraturan Bupati Malinau Nomeor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin
Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Malinau yang mempengaruhi birokrasi pemerintahan daerah menjadi lebih efektif
dan efisien. Hal ini tergambar dengan pegawai yang mentaati ketentuan dan
peraturan jam Kerja dalam pelayanan birokrasinya dalam urusan pemerintahan dan

pelayanan menjadi lebih baik dan optimal.
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Dari penjelasan diatas saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
melalui Bagian Organisasi pada tahun 2014 terus melakukan pembenahan dan
perbaikan dalam meningkatkan disiplin pegawai diantaranya, melakukan usulan
penggunaan mesin presensi sidik jari yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi
perkembangan termologi terkini yang dikelola masing-masing oleh OPD hal ini
bertujuan agar pimpinan secara berjenjang dapat melakukan pembinaan dan

mengontrol secara langsung disiplin pegawai di OPD masing-masing,.

Pada bulan Agustus 2015 mulai diberfakukan kembali penerapan mesin
fingger print pada setiap OPD dengan mesin yang lebih simpel, mudah
dioperasikan, mudah perawatannya dan berlaku penggunaan mesin fingger print

tersebut hingga saat ini.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malinau mengatur secara jelas dan tegas tentang ketentuan jam masuk
kerja, jam melakukan presensi sidik jari, serta sanksi yang tegas dan nominal
potongan yang lebih besar dibandingkan Peraturan Bupati sebelumnya. Dengan
terbinya Peraturan Bupati yang baru maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 38
Tahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penegakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Malinau dicabut dan dinyatak tidak berlaku.

Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Keria
dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau

merupakan faktor pendukung sebagai upaya pemerintah daerah melakukan
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pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di daerah dan merupakan turunan dari
amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan
berlakunya Peraturan Bupati tersebut, berdampak signifikan bagi ASN di daerah
hal ini penulis amati dari kondisi di lapangan dan dari hasil laporan rekapitulasi
laporan kehadiran pegawai dalam apel pagi dan laporan kehadiran presensi sidik
jan mengalami peningkatan kehadiran pegawai dalam menaati ketentuan jam

kerja yang berlaku,

Menurut observasi dan hasil analisa penulis, peningkatan yang signifikan
dari kehadiran pegawai dalam mentaati ketentuan jam kerja disebabkan karena
sanksi pemotongan tunjangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemotongan
dalam Peraturan Bupati Sebelumnya, disamping ketegasan dan keseriusan

pimpinan dalam melaksanakan Peraturan Bupati tersebut.

b. Komitmen dan Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan dan
Penegakan Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Malinau

Berbicara mengenai komitmen dan keseriusan merupakan hal yang penting
dalam sebuah organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Komitmen memang
sangat terkait dengan masalah keanggotaan organisasi. Untuk bisa berhasil di
dunia organisasi, seorang anggota organisasi harus memiliki dan menerapkan

sikap komitmen terhadap organisasi yang diikutinya.

Istilah komitmen pada dasamya merujuk kepada kemampuan seseorang
untuk beriahan dan setia menjalani aktivitas tertentu. Seseorang yang mengaku

memiliki sikap komitmen yang tinggi harus memiliki jiwa kesetiaan dan juga
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ketahanan mental yang kuat. Orang yang memiliki sifat komitmen tidak akan
goyah dan malas hanya karena permasalahan yang sepele di dalam aktivitas yang
dijalaninya. Lebih dari itu orang yang memiliki jiwa komitmen akan terus

bertahan dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diucapkannya.

Jika dikaj1 dari segi terminologis, istilah komitmen pada dasarnya berasat
dari bahasa Latin yaitu dari kata “commiter” vang artinya adalah menyatukan,
menggabungkan, mengerjakan, dan mempercayai. Jika diartikan dan asal katanya,
maka komitmen merupakan sikap setia dan tanggung jawab yang ditunjukkan
oleh seseorang yang telah memutuskan untuk bergabung ke dalam aktivitas

keanggotaan lembaga tertentu.

Kaitannya dengan komitmen dan keseriusan dari Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan penegakan disiplin kepada pegawai ASN di daerah yaitu
bagaimana pemerintah secara konsiten, terus menerus menerapkan disiplin
pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan menaati peraturan
yang mengatur tentang disiplin pegawai, diperlukan pemimpin yang berintegritas,
berwibawa, tegas dan bisa menjadi teladan bagi bawahannya dalam pelaksanaan

tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki pemimpin yang berintegritas,
cerdas, disiplin dan tegas dibawah kepemimpinan Bupati Malinau Yansen TP,
selama kepemimpinan beliau selama periode kedua (2016-2021), salah satu
program beliau yang termuat dalam misi ke sembilan yaitu mewujudkan
supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta

efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi,
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Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut dimaknai secara luas bahwa
Pemerintah Daerah ingin mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good

Governance).

Demikian juga kepemimpinan pada tingkat Kepala OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) diharapkan dapat menegakkan disiplin pegawai sesuai dengan
ketentuan jam kerja dan pemberian sanksi sesuai dengan peretauran dan ketentuan
yang berlaku. Agar kepala OPD tersebut secara konsisten melakukan/
memberikan pengarahan, bimbingan kepada bawahannya untuk melaksanakan
tugasnya dan kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja disamping
itu jika ada pegawai yang melanggar agar diberikan sanksi dengan melihat tingkat

pelanggaran pegawai yang bersangkutan.

Pimpinan OPD juga harus bisa memberikan contoh dan teladan kepada
bawahannya agar dalam pelaksanaan tugasnya taat kepada peraturan agar
bawahanya dapat mengikuti teladan pimpinannya, kadang pimpinan OPD sendiri
tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya, dimana ada
pimpinan yang datang terlambat masuk kerja, istirahat sebelum waktunya serta

pulang cepat/pulang lebih awal dari sebagaimana mestinya jam pulang kerja,

Berdasarkan hasil observasi dan data yang penulis peroleh, komitmen dan
keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memberikan pembinaan
dan penegakan disiplin pegawai ASN dilakukan dengan mengeluarkan SK Bupati,
surat edaran, dan arahan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hasil
Inventarisasi yang dilakukan penulis menemukan beberapa surat edaran yang

vang dikeluarkan terkait dengan disiplin pegawai diantaranya:
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1. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 25 November 2014 Nomor
060/144/0Org Tentang Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

2. Surat EdaranSekretaris Daerah tanggal 1 April 2015 Nomor
060/45/0Org Tentang Tertib Absen Kerja.

3. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 8 Juni 2015 Nomor
060/79/0rg Tentang Pemberitahuan Pemasangan Mesin Sidik Jari.

4. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 8 Juni 2015 Nomor 060/80
/Org Tentang Pelatihan Mesin Sidik Jari.

5. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 24 Juni 2015 Nomor
060/90/0Org Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Presensi
Menggunakan Mesin Sidik jari (Fingger Pring) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau.

6. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 24 Juni 2015 Nomor
060/91/0Org Tentang Pendaftaran Nama Pegawai pada Mesin Sidik Jari

7. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 24 Agustus 2015 Nomor
060/195/0rg Tentang Sosialisasi Pembuatan Laporan Presensi Mesin
Sidik Jari.

8. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 10 Juli 2017 Nomor
061.2/550/SEKDA 3.b Tentang Ketentuan Mengisi/Paraf Presensi
Absen Apel Pagi dan Jam Makan Pagi di Kantin Pemda.

9. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 16 April 2018 Nomor
862.1/436/SETDA. 3b Tentang Surat Teguran Kepada Kepala

Organisasi Perangkat Daerah.
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10. Keputusan Bupati Malinau Nomor : 061.2/ K.100/ 2018 Tentang
Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Presensi Jam Kerja dan Apel Pagi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. |

Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak
penegakan disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Malinau dituntut untuk menjalankan perintah sesuai dengan peraturan yang
tertuang dalam Peraturan Bupati. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan
monitoring dan evaluasi ke setiap OPD yang dilakukan dalam beberapa kali dalam
setahun hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi nil dilapangan
bagaimana pelaksanaan disiplin pegawai pada OPD serta sejauhmana sudah
dilakukan pembinaan dan penegakan sanksi disiplin oleh Kepala OPD sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malinau.

Keseriusan Kepala Bagian Organisasi dalam melakukan pembinaan dan
penegakan pegawai kepada bawahannya, dimana setiap awal bulan diadakan rapat
staf untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pegawai Bagian Organisasi
dalam pelaksanaan tugasnya, dan secara berjenjang melakukan pemanggilan jika
ada pegawai yang tidak disiplin, demikian selanjutnya Kasubag pada Bagian
Organisasi juga melakukan pembinaan dan pemanggilan kepada staf jika ada yang
melanggar disiplin dengan melihat jenis dan tingkat pelanggaran pegawai yang

bersangkutan.
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Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Organisasi memiliki gaya
kepemimpinan yang disipiin, tegas dan memberikan teladan kepada pegawainya
untuk bekerja dengan baik serta menaati ketentuan jam kerja. Disiplin disini
bekaitan dengan disiplin waktu dan jam kerja, tegas jika ada pegawai yang vang
melanggar peraturan diberikan teguran dan pembinaan kepada pegawai yang
bersangkutan,serta dapat memberikan teladan bagi pegawai untuk melaksanakan

tugas dan teladan beliau sebagai pimpinan dapat di ikuti oleh pegawai lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43684.pdf

BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab IV,

penulis menarik kestmpulan sebagai berikut :

. Tingkat kehadiran pegawai Bagian Organisasi dalam melaksanakan
kewajibannya untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
cukup baik, ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi presensi sidik jari
dan raport bulanan pegawai Bagian Organisasi vang tingkat
kehadirannya pegawai menaati ketentuan jam kerja cukup tinggi. Hal
ini karena adanya ketegasan, keseriusan dan komitmen bersama dar
pimpinan untuk menerapkan disiplin pegawai pada Bagian Organisasi
hal ini dapat dilihat dari contoh Kabag dan Kasubbag yang senantiasa
memberikan teladan kepada bawahannya sehingga bawahan atau staf

juga mengikuti teladan pimpinannya.

2. Sanksi yang diberikan kepada pegawai jika tidak tidak masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja disamping hukuman ringan, hukuman
sedang dan hukuman berat sebagaimana yang diatur dalam PP 53
Tahun 2010, pegawai diberikan sanksi pemotongan tunjangan pegawai
berdasarkan beban kerja yang meliputi: pemotongan jika tidak masuk
kerja atau tidak berada ditempat tugas, terlambat masuk kerja, pulang
sebelum waktunya, tidak mengist daftar hadir, tidak masuk kerja

karena sakit tanpa pemberitahuan tertulis dan atau surat keterangan

99
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Dokter, puskesmas atau RSUD, tidak mengikuti apel pagi, tidak
mengikuti upacara hari besar nasional dan/atau apel peringatan hari
tertentu, tidak masuk kerja sebelum dan atau setelah hari libur/cuti
bersama yang ditentukan dan pemotongan prestasi kerja yang meliputi:
pemotongan tunjanganjika tidak lengkap mengisi buku catatan kerja
(Log Book) selama 1 (satu) bulan, pemotongan tunjangan karena tidak
mengisi sama sekali buku catatan kerja (Log Bookjselama 1 (satu)
bulan dengan besaran pemotongan yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Malinau Nomor : 061.2/ K.100/ 2018 Tentang
Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Presensi Jam Kerja dan Apel Pagi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Faktor Pendukung
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yaitu dukungan
dengan dibentuknya Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017
tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Komitmen dan
Keseriusan Pemerintah dalam melakukan Pembinaan dan Penegakan
Disiplin melalui penerapan sidk jari (Fingger Print) dan presensi
manual serta sanksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar
disiplin pegawai hal tersebut demi mewujudkan ASN yang
profesional, berkineja baik, dan menciptakan pegawai yang

berintegritas serta berorentasi pada pelayanan.
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B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Pengawasan dari atasan terhadap Pegawai Negeri Sipil harus
ditingkatkan sebagaimana Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
bahkan penegakan disiplin ini juga harus dilaksanakan oleh semua

unsur Pegawai Negeri Sipil.

2. Pegawal Bagian Organisasi Sekretariat Daerah lebih meningkatkan
kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas kewajibannya masuk
kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta membiasakan memberi
laporan atau keterangan jika tidak masuk kerja dengan alasan yang
jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pimpinan
OPD harus tegas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
penegakan disiplin kepada pegawai, jika ada pegawai yang tidak
masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas agar dilakukan pembinaan
dan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan jika pegawai tidak
mengikuti aturan dengan berpedoman pada sanksi yang telah diatur
dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Penegakan disiptin PNS dan
Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 guna mewujudkan

pegawal yang disiplin, berprilaku baik, profesional, dan berintegritas.
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